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SALINAN
BUPATI BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 37, TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 142 avat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan
penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4421},

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart
Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor I/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor [/D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 37);

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2023 Nomor 14 Seri EJ;
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Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);

Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2024

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yvang ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran {(output), dalam bentuk barang
dan jasa.



9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnyva
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renja Perangkat Daerah adalah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran vang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB [l
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub
kegiatan dan lokasi yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2),
merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
Perangkat Daerah.

BAB 111
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), terdiri dari:
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BAB [I

BAB III :

BAB IV :

BAB V

PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen
Renja Perangkat Daerah;

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD
serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat;

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan rencana Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan disertai dengan
Pendanaannya;

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), isi beserta uraian program, kegiatan

dan sub kegiatan terinci terdapat dalam lampiran naskah
Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Agustus 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,
ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 3a, SERI &

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat |
NIP. 19741115 199803 1 004
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